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GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk eflsiensi dan efektif i tas kelembagaan sebagai upaya

mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu penataan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk

menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai

wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebljakan pemerintah

sesuai  dengan v is i  dan mis i ;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Gorontalo.

Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890) ;  sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



2 .

Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 Nomor 169'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provlnsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undanfg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4438);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 5234) ;

B. Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Neqara

Republik Indonesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang -labatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawal Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah Nomor

13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawal Negeri

Sipil dalam labatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesla Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Nomor 4194) ;

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun

2005 Nomor 1'40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla N0m0r

4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasl

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741) ;

14. Peraturan lvlenteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

MCNETAPKAN : PERATUMN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA TEKNIS DAEMH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UI'4UT4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyetenggaraan uruSan pemerintahan Oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinslp Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerlntah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

4. Gubernur adalah KeDala Daerah Provinsi Gorontalo.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

7. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah

unsur perencana penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah.
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